
BUPATI BINTAN
PERATURAN BUPAN Bil{TAN

NOTOR : 39 Tahun 2fi19

TENTANG

HARI KERJA DAN PAKAIAil DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUIIGAN

PETERITTTAH KABUPATEil BINTAN

DENGAN RAHHAT TUHAN YAI{G HAHA ESA

Menimbang : a.

BUPAN BNTAN,

bahwa dengan diterbitkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 60

Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil

Dilingkungan Depertemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah

maka Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2006 tentang Hari Kerja

Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan perlu disesuaikan

peraturan perundang-undangan dan untuk ditinjau kembali

bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi

keria Pegawai perlu disusun pedoman tentang Pakaian Dinas

Pegawai dilingkungan Pemerintah lGbupaten Bintan perlu ditetapkan

dalam Peraturan Bupati Bintan tentang Hari Keria Dan Pakaian Dinas

Dilingkungan Pererintah Kabupaten Bintan;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi

Swatanfa sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 1956 Nomor 25 );

Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 tentrang perubahan atas

Undang - undang Nomor I Tahun 1974 tentang Pokok - pokok

Kepgawaian ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999

Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 ) ;

Mengingat ; 1.

b.

2.
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5.

3.

4.

6.

7.

10.

11.

12.

undang - undang Nomor 25 Tahun 2002 tentrang pembentukan

Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2002 Nomor lll, Tambahan Lembaran Negara Nomor 42lr);

undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah

Daerah ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun zoCH

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubrik rndonesia

Nomor 4473 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang

Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan peratunan pemedntiah

penganti Undang undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang

Pemerintah Daenah menjadi undang - undang ( Lembaran Negana

Republik lndonesia Tahuh 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor45,48 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1gB0 tentrang peraturan

Disiplin Pegawai Negeri sipil ( Lembanan Negarra Republik

lndonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 3176 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2w tentrang pembinaan

jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri sipir ( Lembanan Negara

Republik lndonesia Tahun 2Ao4 Nomor 144);

Peraturan Pemerintrah Republik lndonesia Nomor 5 Tahun 2m6,
tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepurauan Riau rrenjadi
Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau ;

Peraturan Pemerintah Nonror 41 Tahun 2oor tentang pedoman

organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun ?wl Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nornor 47411;

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1g71 tentang Korps pegawai

Republik lndonesia;

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun lggs tentang Hari Keria

dilingkungan Lembaga Pemerintah;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun zau tentang

Pedoman Pakaian senagam Pagawai Negeri sipir untuk petugas

Operasional di Bidang Perhubungan Dant ;

Peratunan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2ool tentrang

Pakaian Dinas Pegawai Negeri sipil dilingkungan Departernen

8.

9.
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang

Tanda Pengenal dan Papan Nama di jajaran Departemen Dalam

Negeri.

Keputusan Gubemur Kepulauan Riau Nomor 98c Tahun 2005

tentang Pelaksanaan 5 ( Lima ) hari Kerja Dalam Seminggu Bagi

Pegawai Negeri Sipildi lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

TEHUTUSKAN

tenehpkan : PERATURAI{ BUPATI Bll{TAN TEilTAl{G HARI KERJA DAN

PAKAIAN DINAS PAGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN

PETERINTAH KABUPATEN BII{TAN.

BAB I

KETENTUAI{ UTUT

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan

3. Bupatiadalah Bupati Bintan

4. Pegawai Negeri yang selaniutnya disebut Pegawai adalah Pegawai ltlegeri Sipil

Daerah yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

5. Camat adalah Pegaurai Negeri Sipilyang memimpin Kecamatan di Kabupaten Bintan.

6. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipilyang memimpin Kelurahan di Kabupaten Bintan.

7. Pakaian Dinas adalah Pakaian Seragam yang dipakai untuk menunjukkan ldentitas

Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan Tugas.

8. Atribut adalah Tanda - tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.

9. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah Kelengkapan Pakaian yang dikenakan atau

digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis Pakaian Dinas termasuk lkat

Pinggang, Kaos Kakidan Sepatu beserta Atributnya.

13.

14.
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BAB II

HARI KERJA

Pasal 2

Hari kerja di lingkungan Penerintahan Kabupaten Bintan ditetapkan 5 ( lima ) hari keria

yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat.

Waktu istirahat

b. Hari Jumat

Waktu istirahat

Pasel 3

Pada hari kerja sebagaimana dimaksud dalam

berikut:

a. Hari $enin sampaidengan hari Kamis :

Pasal 2 ditetapkan jam keda sebagai

Jam 07.30 Wib - 16.00 Wib

Jam 12.00 Wib - 13.00 Wib

Jam 07.30 Wb - 16.30 Wib

Jam 11.30 Wb - 13.00 Wb

: Jam 07.30 Wb - 14.30 Wib

: Jam 07.30 Wib - 11.00 Wib

Pasal 4

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 2dan 3 adalah :

a. Lembaga-lembaga Pendidikan mulai dari traman kanak-kanak (TK ), $ekolah Dasar

( SD), Sekolah Menengah Pertama ( SMP), Sekolah Menengah atas ( SMA ), Sekolah

Menengah Kejuruan ( SMK ), Madrasyah lbtidai'yah (Ml ), Madrasyah Tsanawiyah

( MTs), Madrasyah Aliyah ( MA ) dan bmbaga pendldikan yang sederajat lainnya di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

b. Unit -unit kerja di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintan yang tugasnya bersifat

pemberian pelayanan kepada masyarakat seperti : Rumah sakit I Puskesmas yang

rnempunyai rauat inap, Unit Pemadam Kebakaran, pelayanan perpustakaan, seksi

operasi Satuan Polisi Pamong Praja dan unit-unit pelayanan lainnya agar dibentuk

satuan piket pelaksanaan tugas pada hari Sabtu.

Pasal 5

Dikecualikan iuga pada ketentuan Pasal 2 dan 3 yang melaksanakan pelayanan

yaitu Badan Promosi, lnvestasi dan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPIPPT ) dengan 6

( enam ) hari kerja dari Hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dengan jam ke{a sebagai

berikut:

a. Hari Senin sampaidergan hari Kamis

b. Hari Jumat
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BAB III

PAKAIAN DINAS

Baglan Kesatr

Jenis Pakaian Dinas

Paral 6

Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan terdiri dari :

a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH.

b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH.

c. Pakaian Resmidisingkat PSR.

d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL.

e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL.

f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah dan

g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.

Pasal 7

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai fungsi untuk

menuniukkan ldentitas Pegauai dan sarana pengawasan.

Bagian Kedua

Pakalan Dinas Harian

Pasal I

(1) PDH sebagaimanadimaksuddalam pasal 6ayat( 1) huruf a, danayat( 1) huruf a

dipakai untuk melaksanakan tugas sehari - hari.

(2) PDH terdiridari :

a. PDH Pria :

l. Kemeia lengan pendek, berlidah bahu, wama khaki.

2. Celana panjang wama khaki, dan

3. lkat pinggang nilon / kulit, kaos kakidan sepatu semua wama hitam.

b. PDH Wanita :

L Baiu lengan pendek wama khaki.

2. Rok 15 cm dibawah lutut v\rama khaki.

3. Sepatu vantovelwama Hitram.

4. wanita berjilbab dan hamilmenyesuaikan.
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(3) Bagi Pegawai Golongan lV/a keatas atau yang disamakan, selain memakai PDH

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dalam menjalankan tugas tertentu dapat

memakai PSH sebagaimana tertentu.

Pasel 9

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat ( 1 ) hunrf f terdiri dari :

a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria.

1. Kemeja bngan pendek, bedidah bahu, r,lfiama khaki.

2. Celana panjang wama khaki, dan

3. lkat pinggang nilon / kulit, kaos kaki dan sepatu wama hitiam, Tanda Jabatran dan

Tanda Pangkat.

b. PDH Camat dan Lurah

1. Baiu lengan pendekwama khaki.

2. Rok 15 cm dibawah lutut wama khaki.

3. Sepatu wama hitam, Tanda Jabatan dan Tanda Pangkat,

c. PDH Camat dan Lurah wanita berjihab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kefiga

Pakaian Sipil Hadan

Pasal {0

(1) PSH sebagaimanadimaksuddalam Pasal6ayat( 1) huruf bdanayat( 1) huruf b

dipakai untuk bekeria sehari - hari maupun untuk keperluan lainya yang bersifat

umum.

(2) PSH Pria:

a. Jas lengan pendek dan celana paniang wama sama.

b. Leher berdiridan terbuka.

c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri dan

d. Kancing lima buah.

(3) PSH Wanita

a. Jas lengan pendek dan rok 15 crn dibawah lutut wama sama.

b. Leher berdiri dan terbuka.

c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua buah kanan dan kiridan

d. Kancing lima buah.

(4) PSH wanita beriilbab wamanya sesuai dengan baju seragam dan hamil

menyesuaikan.



Bagian Keempat

Pakaian Sipil Reemi

Pasal 11

(1) PSR sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 6 ayat ( 1 ) huruf c dan ayat ( 1 )
huruf c dipakai untuk mengahadiri Upacara yang bukan Upacara Kenegaraan, dan

dipakaidimalam hari.

(2) PSR Pria:

a. Jas lengan paniang dan celana wama sama

b. Leher berdiri dan terbuka.

c. Tiga saku, satu atras kiri dan dua buah kanan dan kiri dan

d. Kancing lima buah.

(3) PSR Wanita

a. Jas lengan pendek dan Rok 15 cnr dibawah lutut wama sama.

b. Leher berdiridan terbuka.

c. Tiga saku, satu atas kiridan dua buah kanan dan kiri dan

d. Kancing lima buah.

(4) PSR wanita beriilbab, hamilmenyesuaikan.

Bagian Kelima

Pakaian Sipil tongkap

Paeal 12

(1) PSLsebagaimanadimaksud dalam pasal 6ayat( 1) huruf d danayat( 1) huruf d

dipakai pada Upacara Resmi Kenegaraan.

(2) PSL Pria :

a. Jas wama gelap.

b. Celana paniang wama sama dan

c. Kemeja dengan dasi.

(3) PSL Wanita :

a. Jas wama gelap.

b. Rok 15 crn dibawah luttrt wama sama dan

c. Kemeja dengan dasi.

(4) PSL wanita bedilbab dan hamil menyesuaikan.
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Bagian Keenam

Pakalan Dinas Lapangan

Pasal {3

(1) PDLsebagaimanadimaksuddalam pasal 6ayat( 1) huruf edanayat( 1) huruf e

dipakaidalam menjalankan tugas Operasional dilapangan yang bersifat teknis.

(21 PDL Pria dan Wanitra :

a. Baju berlengan panjang berlidah bahu wama khaki.

b. Celana panjang sematri kakiwama khakidan

c. Sepatu kulit wama hitam.

(3) PDL wanita beriilbab wama khakidan hamil menyesuaikan.

(4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat disesuaikan dengan kondisi

teknis operasional dilapangan

Bagian Ketuiuh

Pakaian Dinas Upacara

Pasal 14

PDU sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat ( 1 ) huruf g dipakai dalam

melaksanakan Upacara Pelantikan dan Upacara Hari- hari Besar Lainnya.

Pasal 15

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1 ) huruf g terdiri

dari :

a. PDU Camat dan Lurah Pria :

1. Kemeja Wama Putih, Dasi Wama Hitam Polos dan Jas Warna Putih dengan

Kancing Wama Kuning Emas.

2. Celana Panjang Wama Putih dan

3. Kaos Kakidan Sepatu Kulit, semua berwama Hitam.

b. Model Pakaian Dinas mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor : 60 Tahun 2007.
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BAB IV
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Baglan Kegatu

Jenis Afibut Pakaian Dinas

Pasal 16

Atribut Pakaian Dinas:

a. Tutup Kepala.

b. Tanda Pangkat.

c. TandaJabatan

d. Lencana KORPRI.

e. Tanda Jasa

f. Papan Nama.

g. Nama Kabupaten Bintan.

h. Lambang Daerah Kabupaten Bintan.

i. Tanda Pengenal

Baghn Kedua

Tuftrp Kepala

Pasal 17

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a tediridari :

a. Topi Upacara terbuat dari bahan kain wama hitam.

b. Mulz terbuat dari bahan dasar kain wama Khaki, dan

c. Topi Lapangan.

(1)

(2)

Bagian Ketiga

Tanda Pangkat

Pasal 18

Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 hunrf b menunjukkan

tingkat dalam stafus selaku Camat dan Lurah.

Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiridari :

a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, wama

kuning emas, dan

b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.

Tanda Pangkat dipakaidi atas bahu kiridan kanan,(3).
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Bagian Keempat

Tanda Jabatan

Pasal lg

(1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, menunjukkan
tingkat dalam stratus selaku Camat dan Lurah.

(2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pda ayat ( 1 ) terdiri dari :

a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, wama
kuning emas, dan

b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
(3) Tanda Pangkat dipakaidiatas kiri dan kanan.

(1)

(2)

(3)

Bagian Kelima

Tanda Jabatan

Pasal 2[l

Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf c
Jabatan selaku Camat dan Lurah.

Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.

Tanda Jabatan dipakaidirlada sebelah kanan

menunjukkan

Baghn Keenam

Lencana KORPRI

Pasal 2l

(1) Lenena KORPRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf d dipakai pada
semua jenis Pakaian Dinas.

(21 Lencana KORPRI sebagaimana dimakud pada ayat ( 1 ) untuk pDH dan pDU
terbuat dari bahan logam dan wama kuning emas dan untuk pDL terbuat dari bahan
kain bordir ulrama kuning emas.

(3) Lencana KORPR|dipakaididadasebelah kiri.

Bagian Kehriuh

Tanda Jasa

Pasal 22

(1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf e merupakan Atribut
Kehormatan karena Jasa dan pengabdianya pada Bangsa dan Negara.



b. Bintang Tanda Jasa.

(3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah serta PNS yang telah menerima

Tanda Jasa sesuaidengan lenis Pakaian Dinasnya.

(4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai didada sebelah kiri diatas saku,

jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Kedelapan

Papan Nama

Pasal 29

(1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf f menuniukkan nama

seseorang yang dipakaididada kanan 1 crn diatas saku.
v (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri dari :

a. Bahan dasar Ebonit / Plastik, wama hitam dengan tulisan uama Putih untuk

PDH dan PDU dan.

b. Bahan dasar kain wama Khakidengan tulisan bordir untuk PDL.

Bagian Kcembihn
Nama Kabupabn Bintan

Pasal 24

(1) Nama Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf g

menuniukkan tempat kerja.

(2t Nama Kabupaten dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bintan.

(3) Nama Kabupaten Bintan ditempafl<an dilengan sebelah kiri 2 crn dibawah lidah bahu

untuk Pegawai Kabupaten Bintan.

(4) Bahan dasar nama lGbupaten Bintran berupa kain dengan jahitan bordir bertulis

Kabupaten Bintan.

Bagian Kecepuluh

lembang Daerah Kabupabn Bintan

Pasal 25

(1) Lambang Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf h

mengambarkan landasan Filosofi dan semagat pengabdian serta ciri khas Daerah

Kabupaten Bintan.

(2) Lambang Daerah Kabupaten Bintan dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil di



(3) Lambang Daerah Kabupaten Bintan ditempafl<an dibngan sebelah kiri 2 crn dibaurah

lidah bahu.

(4) Bahan dasar Lambang Kabupaten Bintan berupa kain yang digambar dan ditulis

dengan jahitan bordir yang bentuk, wama dan ukurannya sesuai ketentuan yang

tetapkan.

Bagian Keebelas

Tanda Pengenal

Pagal 26

(1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf i untuk

mengetahui identitas seorang Pegawai.

(2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh Pegarrai dalam menjalankan tugas.
v (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaiman dimaksud ayat ( 1 ) dipasang pada kantong

saku baiu sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 27

(1) Tanda Pengenal Pegauraisebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf j.

a. Bagian depan :

1. Foto Pegawaidengan mernakai pakaian Dinas Pegawai

2. Lambang Daerah Kabupaten Bintan.

3. Nama lnstansi.

b. Bagian belakang:
€ 1. Nama Pegawai.

2. Nomor lnduk Pegawai.

3. Eselon Jabatan Strukturalatau nama Jabatan Fungsional.

4. Alamat Kantor.

5. Tanggaldikeluarkan.

6. Tandatangan Peiabat yang mengeluarkan.

7. Nama jelas Peiabat yang mengeluarkan.

Pasal 28

(1) Wama dasar fasfoto sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 didasarkan pada

jabatan yang dijabat oleh pegawai.

(2) Wama dasar sebagaimana ayat ( I ) terdiri dari :

a. Wama Merah untuk Pejabat Eselon ll.

b. Wama Biru untuk Peiabat Eselon lll,



c. Wama Orange untuk Pegawai Non Eselon.

d. Wama Abu-Abu untuk Pegawai/Pejabat Fungsional.

BAB V

PEiiAKAIAN ATRIBUT

Pasal 29

(1) Atribut PDH dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan terdiri atras nama Daerah

Kabupaten Bintan, Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.

(2) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atias nama dan Lambang Daerah Kabupaten

Bintan, Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal, Peci, Tanda Jabatan,

Tanda Pangkat Harian dan Pin Tanda Jasa.

(3) Atribut PSH terdiri atas Papan Nama, Lencana KORPR|dan Tanda Pengenal.

(4) Atribut PSR hanya Papan Nama.

(5) PSL Tidak memakaiAtribut.

(6) Atribut PDL dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan terdiri atras Papan Nama dan

Lambang Daerah Kabupaten Bintan, Lencana KORPRI dan Tanda Pengenal.

(7) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas Lencana KORPRI, Papan Nama, Topi

Upacara, Tanda Jabatian, Tanda Pangkat Upacara dan Bintang Tanda Jasa.

(8) Bentuk dan Model Atribut Pakaian Dinas mengacu pada Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor: 60 Tahun 2007.

BAB VI

PAKAIA]II DINAS HARI - HARI TERTENTU

UNTUK PEGAWAI KABUPATEN BINTAN

Pagal 30

Penggunaan Pakaian Dinas Harian terdiridari :

a. Senin, Selasa Pakaian Dinas Harian ( PDH ).

Untuk perempuan yang brjilbab, hari Senin dan Selasa memakaiwama khaki.

b. Senin khusus untuk Pegawai Kesbang dan Linmas Kabupaten Bintan memakai

Pakaian Linmas wama hiiau Linmas untuk perempuan yang berjilbab memakaiwama

hiiau Linmas.

c. Rabu khusus untuk Eselon ll dan lll memakai kemeia batik (Produk Dalam Negeri)

lengan panjang celana wama gelap lengkap atribut.

Untuk perempuan memakai baju batik dan rok wama gelap serta jilbab wama

menyesuaikan.

d. Rabu khusus untuk eselon lV & V, Non Eselon memakai baju batik (Produk Dalam

Negeil) lengan panjang / pendek celana wama gelap lengkap atribut.
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e. lGmis mernakai pakaian olahraga untuk seluruh pegawai dari Eselon ll, lll, lV dan V

serta Non Eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintran ( perempuan berjilbab

menyesuaikan ).

f. Jum'at memakai pakaian Baju Kurung Melayu untuk seluruh pegawai dari Eselon tl, lll

dan lV dan V serta Non Eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan

( Perempuan berjilbab menyesuaikan ).

g. Sabtu khusus untuk Pegawai pada Badan Promosi, lnventasi dan Pelayanan

Perizinan Terpadu ( BPIPPT ) berpakaian Batik (Produk Dalam Negeri).

h. Khusus hari Sabtu untuk Rumah Sakit dan Puskesmas memakai seragam Dinas

Kesehatan.

Pagal 31

Pengunaan Pakaian KORPRI

1. Pakaian KORPR|dipakaipada hari- hari yang ditentukan.

2. Pemakaian baju KORPRI lengkap dengan atribut dan memakai peci hitam bagi pria

dan wanita yang tidak bedilbab.

3. Untuk percmpuan yang beriilbab rnemakaiwama hitram.

BABVII
PAKAIAN DIIIIAS UNTUK DIilAS PERHUBUNGAN

PEGAUYAI KABUPATEI{ BINTAN

Pasal 32

v (1) Pakaian Dinas / Seragam Dinas Perhubungan terdiri dari :

a. Pakaian Dinas Harian untuk Pria:

1. Kencia lengan pendek wama abu - abu muda dengan lidah pundak leher

berdiri, 2 ( dua ) buah saku sebelah atas bertutup dan berkancing serta 6
( enam ) buah kancing baju.

2. Celana paniang wama biru tua tanpa lipatan baurah dengan 2 buah saku

samping dan 2 ( dua ) buah saku terbuka dibelakang dilengkapi dengan ban

ikat pinggang.

b. Pakaian Dinas Harian untuk Wanita terdiri dari :

1. Kemeja lengan pendek wama abu - abu muda dengan lldah pundak leher

berdiri, dibagian depan dilengkapi dengan 2 ( dua ) buah saku sebelah atas

tertutup dan berkancing.

2. Rok wama biru tua dengan ukuran paniang 10

( sepuluh ) cm dibawah lutut dengan saku samping kiri dan kanan dilengkapi



r-.
I

3. Bagi Pegawai wanita yang sedang hamil dan atau pegawai wanita yang

mengenakan busana muslimah sebagaimana contoh gambar.

(2) Pakaian Dinas Lapangan terdiri dari :

a. Pakaian Dinas Lapangan untuk Pria :

1. Kemeja lengan panjang wama abu - abu muda dengan lidah pundak leher

berdiri, 2 ( dua ) buah saku sebelah atas bertutup dan berkancing.

2. Gelana panjang wama biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 ( dua ) buah

saku terbuka di belakang dilengkapi dengan ban ikat pinggang.

3. Menggunakan helm ltopi.

4. Menggunakan kopel reem..

5. Dilengkapi dengan Atribut Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atrau Pemeriksa

dan atau Tanda Kualifikasi Kecakapan.

b. Pakaian Dinas Lapangan untuk Wanita :

1. Kemeja lengan panjang wama abu - abu muda dengan lidah pundak leher

berdiri, 2 ( dua ) buah saku sebelah atas tertutup dan berkancing.

2. Celana panjang atiau elana kulot wama biru tua tranpa lipatan bawah

dengan 2 ( dua ) buah saku samping dan 2 ( dua ) buah saku terbuka

dibelakang dilengkapi dengan ban ikat pinggang.

3. Menggunakan helm / topi.

4. Menggunakan kopel reem.

5. Dilengkapidengan Atribut Penyidik Pegawai Negeri Sipildan atau Pemeriksa

dan atau Tanda Kualifikasi Kecakapan.

6. Untuk yang beriilbab wama biru dongker.

BABVIII
PETBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian Dinas di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bintan dilakukan oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah

( SKPD ).

BAB IX

KETEI{TUAN PEI{UTUP

Pasel 34

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Nomor : 17 Tahun 2006 tentrang Hari keda di lingkungan
l/-t-..*-.^- Et!-a--.
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Keputusan Bupati Nomor 186/BKD/20S tentang Pelaksanaan 5 ( Lima ) hari kerja

dalam seminggu bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bintan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Paeal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan

penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 14 Oktober 2009

Diundangkan di Kijang
pada tanggal 14 Oktober 2009

ARIS DAERAH
rEN BINTAN,

MUCHTAR

A DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2OO9 NOMOR 39
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